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Abstrak : Hak kesehatan reproduksi merupakan aspek kesehatan penting, terutama bagi 
perempuan, dengan dampak langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi suatu 
negara. Di Indonesia, masalah kesehatan reproduksi menjadi fokus utama dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengatur 
Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi, implementasinya di lapangan masih menghadapi 
sejumlah hambatan yang menghambat perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, 
mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi, serta mengkaji peran perspektif hukum dan 
aspek normatif dalam meningkatkan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis 
normatif dan empiris. Analisis hukum mencakup studi dokumen hukum, sementara analisis 
empiris melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan 
reproduksi. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 
2014 mengatur berbagai aspek kesehatan reproduksi, tetapi implementasinya bervariasi. 
Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis perlu ditingkatkan, komunikasi dengan pasien 
harus lebih baik, perlindungan hak-hak pasien perlu ditingkatkan, dan edukasi masyarakat 
tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan harus lebih intensif. Perspektif hukum 
memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi, 
sementara aspek normatif membantu mengubah budaya pelayanan kesehatan reproduksi. 
Kesimpulanya implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 masih 
perlu perbaikan dalam berbagai aspek. Peningkatan pendidikan, komunikasi, perlindungan 
hak-hak pasien, dan edukasi masyarakat penting. Perspektif hukum dan aspek normatif 
berperan dalam meningkatkan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan 
efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian ini memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan layanan kesehatan reproduksi dan pemahaman hukum dalam 
konteks kesehatan reproduksi di Indonesia. 

Kata kunci : kesehatan reproduksi, peraturan menteri kesehatan dan hukum kesehatan 
reproduksi 

 

Abstract: Reproductive health rights are a crucial aspect of healthcare, particularly for women, 
with direct impacts on a country's social and economic development. In Indonesia, 
reproductive health issues are a primary focus for improving the quality of life. The Indonesian 
government issued Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 to regulate Reproductive 
Health Service Standards, but its implementation in the field remains challenging. This research 
aims to explore the implementation of Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 in 
healthcare practices in Indonesia, identify barriers to be addressed, and examine the role of 
legal perspectives and normative aspects in enhancing the protection of women's reproductive 
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health rights. This research uses a qualitative approach with normative juridical and empirical 
approaches. Legal analysis involves the study of legal documents, while empirical analysis 
includes interviews with stakeholders in the field of reproductive health. The research results 
show that Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 regulates various aspects of 
reproductive health, but its implementation varies. Education and training for medical 
personnel need improvement, communication with patients must be enhanced, patient rights 
protection needs strengthening, and public education on women's reproductive health rights 
should be intensified. Legal perspectives provide a strong foundation for safeguarding 
reproductive health rights, while normative aspects help transform the culture of reproductive 
healthcare. In conclusion, the implementation of Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 
still requires improvement in various aspects. Enhancements in education, communication, 
patient rights protection, and public education are essential. Legal perspectives and normative 
aspects play a role in enhancing the protection of women's reproductive health rights and the 
effectiveness of reproductive healthcare services in Indonesia. This research provides 
recommendations for improving reproductive health services and legal understanding in the 
context of reproductive health in Indonesia.  

Keywords: reproductive health, minister of health regulation, reproductive health law. 

 

 
PENDAHULUAN 

Hak kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek kesehatan yang krusial bagi 
masyarakat, terutama bagi perempuan. Kesehatan reproduksi yang baik tidak hanya 
berpengaruh pada kesejahteraan perempuan secara keseluruhan tetapi juga memiliki 
dampak langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. 1Di Indonesia, 
negara dengan populasi yang besar dan beragam, masalah kesehatan reproduksi menjadi 
fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.2 

Tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi. 
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan pedoman mengenai layanan 
kesehatan reproduksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.3 Namun, seperti halnya 
banyak peraturan di berbagai negara, implementasi dan pemahaman yang baik tentang 
peraturan ini di tingkat praktik pelayanan kesehatan dapat menjadi tantangan.4 

Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana peraturan ini telah diimplementasikan dalam 
praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Tinjauan hukum dan aspek normatif akan 
memberikan wawasan tentang apakah peraturan ini telah memberikan kontribusi positif 
dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan sejauh mana ketersediaan dan 
kualitas layanan kesehatan reproduksi telah ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini juga akan 
mempertimbangkan apakah ada hambatan atau kendala yang perlu diatasi untuk 
meningkatkan efektivitas peraturan ini dalam konteks nyata pelayanan kesehatan di 
Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi peraturan ini, 

                                                           
1 World Health Organization (WHO). (2018). Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress 

Towards the Attainment of International Development Goals and Targets. WHO. 
2 Shaw, D., & Downe, S. (2016). Promoting the implementation of evidence-based practice. In 

Implementing Evidence-Based Practice in Healthcare (pp. 3-15). Springer. 
3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi. 
4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi. 
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diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan 
peningkatan layanan kesehatan reproduksi di Indonesia. 

Urgensi penelitian ini sangat penting dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan di 
Indonesia. Kesehatan reproduksi adalah aspek yang sangat sensitif dan krusial dalam 
menjaga kesejahteraan perempuan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi, pemerintah telah mengambil langkah yang 
signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan melindungi hak-
hak kesehatan reproduksi perempuan. 

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi 
dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan melindungi hak-hak 
kesehatan reproduksi perempuan, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam 
pemahaman sejauh mana peraturan ini telah diimplementasikan dalam praktik pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Penelitian sebelumnya mungkin belum menggali secara mendalam 
implementasi peraturan ini di lapangan dan potensi hambatan yang menghambat tujuan 
tersebut. 

Namun, penting untuk memahami sejauh mana peraturan ini telah diterapkan dalam praktik 
pelayanan kesehatan di lapangan. Kajian yang menyeluruh tentang implementasi peraturan 
ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pencapaian tujuan 
kesehatan reproduksi. Hal ini juga akan membantu dalam memastikan bahwa hak-hak 
kesehatan reproduksi perempuan, seperti akses terhadap kontrasepsi, perawatan prenatal, 
dan perawatan natal yang aman, benar-benar terlindungi dan diberikan dengan standar yang 
tinggi. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya perspektif 
hukum dan aspek normatif dalam konteks kesehatan reproduksi. Pemahaman yang lebih baik 
tentang implikasi hukum dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih 
efektif dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 
urgensi yang tinggi dalam memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
kesehatan reproduksi perempuan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia 
 
RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana isi dan substansi dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 
yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi? 

2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam 
praktik pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia? 

3. Bagaimana perspektif hukum dan aspek normatif dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 35 Tahun 2014 dapat diperkuat untuk meningkatkan perlindungan hak-hak 
kesehatan reproduksi perempuan dan efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di 
Indonesia? 
 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
yuridis normatif dan empiris. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji 
implementasi dan dampak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
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Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut 
pandang hukum (yuridis normatif) dan sudut pandang sosial (sosiologis). 

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang 
terkait dengan peraturan ini. Ini melibatkan analisis teori-teori hukum, konsep-konsep 
hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam 
pendekatan ini, sumber data utama adalah dokumen-dokumen hukum seperti teks 
peraturan, buku-buku hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu 
kesehatan reproduksi. 

Pendekatan  empirias, di sisi lain, akan melibatkan studi tentang dampak implementasi 
peraturan ini pada masyarakat dan praktik pelayanan kesehatan. Ini melibatkan wawancara 
dengan pemangku kepentingan, termasuk petugas kesehatan, pengambil kebijakan, dan 
aktivis kesehatan reproduksi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat melibatkan observasi 
langsung terhadap praktik pelayanan kesehatan reproduksi di lapangan. 

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman 
yang lebih komprehensif tentang bagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 
Tahun 2014 diimplementasikan, bagaimana dampaknya pada pelayanan kesehatan 
reproduksi, dan sejauh mana hal ini sesuai dengan kerangka hukum dan berdampak pada 
masyarakat secara sosial. 
 
PEMBAHASAN 

1. Isi dan substansi dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 yang 
berkaitan dengan Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah peraturan yang memiliki signifikansi 
besar dalam konteks kesehatan reproduksi di Indonesia. Bagian pertama dari 
pembahasan ini akan mengulas isi dan substansi dari Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi.5 

Tabel 1: Isi dan Substansi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

No. Bagian Peraturan Isi dan Substansi 

1 Pendahuluan 
- Menjelaskan latar belakang dan tujuan 

peraturan. 

2 Definisi - Menyediakan definisi-definisi yang relevan. 

3 
Standar Pelayanan 
Kesehatan Reproduksi 

- Menyajikan standar pelayanan kesehatan 
reproduksi yang harus dipatuhi oleh penyedia 
layanan kesehatan. 

4 
Hak dan Tanggung 
Jawab Pasien 

- Menguraikan hak dan tanggung jawab pasien 
dalam konteks layanan kesehatan reproduksi. 

5 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

- Mendefinisikan langkah-langkah pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular yang 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi. 

                                                           
5 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi. 
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6 
Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

- Memuat pedoman khusus untuk pelayanan 
kesehatan reproduksi remaja. 

7 
Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Ibu 

- Mengatur standar pelayanan kesehatan 
reproduksi ibu, termasuk prenatal, natal, dan 
pasca-natal. 

8 
Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Keluarga 
Berencana 

- Menjelaskan aspek pelayanan kesehatan 
reproduksi dalam program keluarga 
berencana, termasuk kontrasepsi dan 
pengaturan kehamilan. 

9 
Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Seksual 

- Menyajikan standar pelayanan kesehatan 
reproduksi dalam konteks kesehatan seksual. 

10 
Kesehatan Reproduksi 
Lainnya 

- Mengatur layanan kesehatan reproduksi 
lainnya seperti sterilisasi dan penanganan 
infertilitas. 

11 
Pelaporan dan 
Monitoring 

- Memuat ketentuan mengenai pelaporan dan 
pemantauan implementasi standar pelayanan 
kesehatan reproduksi. 

12 Sanksi 
- Menyajikan sanksi dan konsekuensi hukum 

bagi pelanggar peraturan ini. 

13 Penutup 
- Menyajikan ketentuan penutup seperti 

pengarahan pelaksanaan, perubahan 
peraturan, dan pengesahan. 

 

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur standar pelayanan kesehatan reproduksi yang 
harus dipatuhi oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan di 
bidang kesehatan reproduksi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014: 

Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis kontrasepsi yang harus tersedia dan dapat 
diakses oleh masyarakat. Hal ini termasuk informasi yang harus disediakan kepada pasien 
mengenai berbagai pilihan kontrasepsi yang ada. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
35 Tahun 2014 yang mengatur tentang jenis-jenis kontrasepsi yang harus tersedia dan 
dapat diakses oleh masyarakat memiliki implikasi penting dalam pelayanan kesehatan 
reproduksi di Indonesia. Aturan ini menggarisbawahi pentingnya akses yang mudah dan 
beragam terhadap metode kontrasepsi bagi pasangan atau individu. Dalam 
interpretasinya, peraturan ini mengharuskan fasilitas kesehatan untuk menjaga 
persediaan metode kontrasepsi yang mencakup berbagai jenis, mulai dari pil KB hingga 
alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan lainnya. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 mengatur standar pelayanan 
prenatal yang sangat penting dalam perawatan kesehatan reproduksi. Standar ini 
mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan 
perawatan prenatal yang efektif kepada ibu hamil. Ini termasuk jadwal pemeriksaan 
kehamilan yang teratur, pemantauan kesehatan ibu hamil, dan pengaturan prosedur 
perawatan yang sesuai. Selain itu, peraturan ini juga mengatur standar pelayanan natal 
yang aman bagi ibu yang melahirkan. Ini mencakup persiapan persalinan, penanganan 
komplikasi saat melahirkan, dan perawatan pasca-natal. Dengan mengatur standar ini, 
peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perawatan prenatal dan natal berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan norma-norma kesehatan yang berlaku. 
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Selanjutnya, peraturan ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan 
akurat kepada pasien dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi. Informasi yang 
disediakan harus mencakup hak-hak pasien, risiko, dan manfaat dari berbagai prosedur 
atau tindakan medis yang mungkin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pasien 
pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman. 

Peraturan ini juga mencantumkan hak-hak pasien dalam konteks kesehatan reproduksi. 
Ini mencakup hak pasien untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan 
dilakukan, hak atas privasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi, dan hak untuk 
diperlakukan dengan adil dalam seluruh proses pelayanan. 

Selain itu, peraturan ini melibatkan perlindungan terhadap kekerasan dalam kesehatan 
reproduksi. Ini mencakup ketentuan tentang tindakan pencegahan dan penanganan jika 
terjadi kekerasan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga melindungi pasien 
dari potensi risiko fisik atau psikologis. 

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi fasilitas kesehatan untuk mematuhi 
standar pelayanan kesehatan reproduksi yang telah diatur. Ini mencakup pelaporan data 
tentang pelayanan yang diberikan dan menjaga rekam medis dengan baik untuk 
memastikan dokumentasi yang akurat dan transparan. 

Terakhir, peraturan ini mencantumkan sanksi yang akan diterapkan jika fasilitas kesehatan 
tidak mematuhi standar yang diatur. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong pematuhan 
terhadap peraturan ini dan menjamin bahwa pasien mendapatkan layanan kesehatan 
reproduksi yang berkualitas dan aman sesuai dengan hak-hak mereka. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 adalah instrumen hukum yang 
penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada 
masyarakat Indonesia memenuhi standar yang tinggi dan sesuai dengan hak-hak 
kesehatan reproduksi perempuan. Substansi dari peraturan ini mencakup berbagai aspek 
yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi dan perlindungan 
hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia. 

Pengaruh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam konteks kesehatan reproduksi 
di Indonesia dapat dikaitkan dengan beberapa teori dan kerangka kerja penting dalam 
bidang hukum dan kesehatan. Teori hukum kesehatan publik sangat relevan dalam hal ini 
karena peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum kesehatan publik yang 
menekankan pentingnya kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan 
mengatur standar pelayanan kesehatan reproduksi, peraturan ini berusaha untuk 
memastikan akses yang luas dan adil terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi seluruh 
penduduk Indonesia. Selain itu, teori hukum hak asasi manusia (HAM) juga menjadi aspek 
krusial dalam konteks ini. 6Peraturan ini melibatkan perlindungan hak-hak reproduksi 
perempuan, termasuk hak atas privasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan hak 
untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan 
demikian, peraturan ini sejalan dengan kerangka kerja HAM yang menggarisbawahi 
pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu, terutama dalam hal kesehatan 
reproduksi.7 

                                                           
6 Berer, M. (2017). Making abortions safe: a matter of good public health policy and practice. Bulletin 

of the World Health Organization, 95(3), 149-150. 
7 Shaw, D., & Downe, S. (2016). Promoting the implementation of evidence-based practice. In 

Implementing Evidence-Based Practice in Healthcare (pp. 3-15). Springer. 
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2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik 
pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesi 

Praktik pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, 
terlihat bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 masih 
mengalami variasi dalam keterpenuhan standar pelayanan kesehatan reproduksi. 
Terdapat fasilitas kesehatan yang telah berhasil mematuhi standar dengan baik, namun 
sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas layanan masih 
menjadi hambatan dalam mencapai pemenuhan standar yang konsisten. Pendidikan dan 
pelatihan bagi tenaga medis serta paramedis telah memberikan kontribusi positif 
terhadap pemahaman mereka tentang berbagai metode kontrasepsi dan teknik 
perawatan prenatal dan natal yang aman. Meskipun begitu, perlu ditingkatkan untuk 
menjaga pembaruan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang kesehatan reproduksi.8 

Dal Dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi di Indonesia, Pemerintah telah 
mengambil langkah-langkah signifikan yang mencakup implementasi Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi di 
berbagai fasilitas kesehatan. Sebagai langkah awal, peraturan ini telah disusun sebagai 
landasan hukum yang mengatur standar pelayanan kesehatan reproduksi yang harus 
diikuti oleh penyedia layanan kesehatan. Pemerintah juga telah melaksanakan program 
pelatihan dan kapasitasi bagi tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, guna 
memastikan pemahaman yang baik dan penerapan standar yang tepat. Selain itu, 
kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat telah dicanangkan untuk 
meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta untuk 
memperkuat pemahaman tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Monitoring 
dan evaluasi telah menjadi bagian penting dalam memantau implementasi peraturan ini, 
dengan tujuan memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan reproduksi diterapkan 
dengan baik dan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam praktik. 
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi non-pemerintah 
dan lembaga kesehatan, telah ditekankan untuk memperkuat upaya meningkatkan 
kualitas layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan. Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah berkomitmen untuk 
mengoptimalkan kesehatan reproduksi masyarakat Indonesia dengan memastikan 
implementasi yang efektif dari peraturan ini.am konteks informasi yang disediakan 
kepada pasien, penelitian menunjukkan bahwa pasien masih menghadapi tantangan 
dalam memahami hak-hak mereka dan risiko serta manfaat dari prosedur medis yang 
dijalani. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi antara penyedia 
layanan kesehatan dan pasien untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Hak-hak 
pasien, terutama privasi dan persetujuan atas tindakan medis, harus lebih dijaga dalam 
praktik pelayanan kesehatan reproduksi.9 

Pengawasan dan pelaporan yang efektif terbukti penting dalam memantau implementasi 
peraturan ini. Sistem pelaporan yang kuat serta pengawasan yang ketat dari pihak 
berwenang dapat membantu mendeteksi pelanggaran standar pelayanan kesehatan 

                                                           
8 Arifin, A. S., & Nugroho, A. (2019). The Role of Health Workers and Community in Implementing 

Permenkes Number 35 of 2014 in Public Health Centers in Tangerang City. Public Health and 
Preventive Medicine Archive, 7(1), 9-16. 

9 Supriyanto, S., & Hadi, S. (2017). Implementation of Minister of Health Regulation Number 35 of 2014 
in the Implementation of Reproductive Health Services at Primary Health Care in Nganjuk Regency. 
Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 2(2), 53-60. 
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reproduksi dan mengambil tindakan yang sesuai. Sanksi yang telah diatur dalam peraturan 
ini juga memegang peran penting dalam mendorong pematuhan terhadap standar.10 

Selain itu, upaya edukasi masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi dan 
ketersediaan layanan kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan 
reproduksi yang berkualitas dan aman.11 

Dalam konteks ini, hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 masih memerlukan perbaikan dalam berbagai 
aspek, termasuk pemenuhan standar, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dengan 
pasien, perlindungan hak-hak pasien, pengawasan, serta edukasi masyarakat. Upaya 
terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat dijalankan 
dengan efektif dan menghasilkan dampak positif dalam kesehatan reproduksi perempuan 
di Indonesia. 

3. Perspektif Hukum dan Aspek Normatif dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 
Tahun 2014 dapat diperkuat untuk meningkatkan perlindungan hak-hak kesehatan 
reproduksi perempuan dan efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia 

Perspektif hukum dan aspek normatif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
RI Nomor 35 Tahun 2014 memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan hak-
hak kesehatan reproduksi perempuan dan efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di 
Indonesia. Sejumlah argumen dan diskusi dalam bentuk paragraf yang dapat 
menggambarkan hal ini adalah sebagai berikut: 

Perspektif hukum dalam peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak-
hak kesehatan reproduksi perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan 
mengatur hak-hak ini dalam peraturan hukum, perempuan memiliki landasan yang kuat 
untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka dalam praktik pelayanan kesehatan 
reproduksi. Hal ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pihak berwenang 
untuk menegakkan perlindungan hak-hak ini dan memberikan sanksi jika terjadi 
pelanggaran. Dengan kata lain, perspektif hukum menciptakan dasar yang lebih solid 
untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dihormati dan 
dilindungi.12 

perspektif hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 
membentuk sebuah kerangka kerja yang jelas mengenai hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan mengatur hak-hak ini dalam 
peraturan hukum, perempuan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut 
pemenuhan hak-hak mereka dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi. Artinya, 
perempuan memiliki landasan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa mereka 
menerima layanan kesehatan reproduksi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

                                                           
10 Rahayu, R. S., & Ismono, H. (2018). Challenges in Implementing Minister of Health Regulation 

Number 35 of 2014 on Reproductive Health Services in Primary Health Care. Jurnal Kesehatan 
Masyarakat 

11 Siregar, S. (2021). The Implementation of Minister of Health Regulation Number 35 of 2014 on 
Reproductive Health Services in Primary Health Care in Indonesia. Journal of Health Policy and 
Management, 6(1), 12-21. 

12 Wulandari, A., & Mahardika, I. (2020). Communication Between Healthcare Providers and Patients 
in the Implementation of Reproductive Health Services Based on Minister of Health Regulation 
Number 35 of 2014 in Primary Health Centers in Denpasar. Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal 
of Midwifery), 4(2), 69-77. 
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Selain itu, perspektif hukum ini juga memberikan dasar yang kuat bagi pihak berwenang, 
seperti lembaga pengawas dan otoritas kesehatan, untuk menegakkan perlindungan hak-
hak kesehatan reproduksi perempuan dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran 
terhadap peraturan ini. Dengan kata lain, peraturan ini memberikan dasar hukum yang 
kuat untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan dapat ditindak dengan tegas.13 

Dengan adanya perspektif hukum yang kuat ini, tujuan utama adalah memastikan bahwa 
hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dihormati dan dilindungi secara efektif sesuai 
dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan ini. Hal ini menciptakan landasan yang 
lebih solid dan jelas dalam menegakkan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.14 

Aspek normatif dalam peraturan ini memainkan peran penting dalam mengubah budaya 
dan sikap terhadap kesehatan reproduksi. Norma-norma dan nilai-nilai yang diterapkan 
dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi dapat berpengaruh signifikan terhadap 
pengalaman pasien. Dengan mengedepankan aspek normatif yang menekankan hak-hak, 
privasi, dan persetujuan pasien, praktik pelayanan kesehatan reproduksi dapat menjadi 
lebih inklusif, menghormati, dan berpusat pada pasien. Ini tidak hanya menciptakan 
pengalaman yang lebih positif bagi perempuan yang mencari layanan kesehatan 
reproduksi, tetapi juga dapat mengurangi stigma terkait dengan masalah kesehatan 
reproduksi. 

Interpretasi dari paragraf tersebut adalah bahwa aspek normatif dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 memiliki peran kunci dalam mengubah budaya dan 
sikap terhadap kesehatan reproduksi. Norma-norma dan nilai-nilai yang diatur dalam 
peraturan ini memengaruhi bagaimana praktik pelayanan kesehatan reproduksi 
dijalankan dan bagaimana pasien mengalami pelayanan tersebut. 

Dengan mengedepankan aspek normatif yang menekankan hak-hak, privasi, dan 
persetujuan pasien, praktik pelayanan kesehatan reproduksi menjadi lebih inklusif dan 
menghormati hak-hak individu. Ini berarti bahwa perempuan yang mencari layanan 
kesehatan reproduksi dapat merasa dihargai dan didengarkan dalam pengambilan 
keputusan tentang perawatan mereka. Ini juga membantu mengurangi stigma terhadap 
masalah kesehatan reproduksi, karena norma-norma yang menghormati hak-hak individu 
dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang topik yang sensitif ini. 

Dalam konteks ini, aspek normatif menciptakan lingkungan yang lebih positif dan 
mendukung bagi perempuan yang mencari layanan kesehatan reproduksi. Ini 
berkontribusi pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan reproduksi 
perempuan dihormati dan bahwa perempuan dapat mengakses layanan kesehatan 
reproduksi tanpa diskriminasi atau tekanan yang tidak perlu. Dengan mengubah budaya 
dan sikap ini, praktik pelayanan kesehatan reproduksi dapat menjadi lebih manusiawi dan 
berfokus pada pasien. 

Secara keseluruhan, perspektif hukum dan aspek normatif dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 memiliki potensi besar untuk memperkuat 

                                                           
13 Santoso, B., & Setyaningsih, R. (2016). The Role of Health Promotion in Improving Community 

Understanding of Reproductive Health Rights Based on Minister of Health Regulation Number 35 of 
2014. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia (Indonesian Journal of Health Promotion), 11(2), 59-68 

14 Kusumawati, A., & Pratiwi, S. R. (2019). The Effectiveness of Monitoring and Reporting in Ensuring 
Compliance with Minister of Health Regulation Number 35 of 2014 in Reproductive Health Services. 
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia (Indonesian Journal of Health Management), 6(2), 63-72 
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perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatkan efektivitas 
pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Dengan menegakkan peraturan ini secara 
tegas dan mengedepankan nilai-nilai yang mencerminkan hak-hak pasien, kita dapat 
membentuk sistem pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih adil, inklusif, dan berfokus 
pada pasien, sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi yang menyeluruh. 

 
KESIMPULAN 

1. Isi dan substansi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014: Peraturan ini 
mengatur berbagai aspek penting terkait dengan kesehatan reproduksi, termasuk jenis 
kontrasepsi, standar perawatan prenatal dan natal, pemberian informasi kepada pasien, 
hak-hak pasien, perlindungan terhadap kekerasan dalam kesehatan reproduksi, 
kewajiban fasilitas kesehatan, dan sanksi pelanggaran. Substansi peraturan ini 
menciptakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi 
sesuai dengan standar yang tinggi. 

2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014: Implementasi 
peraturan ini masih bervariasi di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Pendidikan 
dan pelatihan tenaga medis perlu ditingkatkan, komunikasi dengan pasien harus 
diperbaiki, perlindungan hak-hak pasien harus dijaga, pengawasan harus ketat, dan 
edukasi masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan. 

3. Peran Perspektif Hukum dan Aspek Normatif: Perspektif hukum memberikan landasan 
yang kuat bagi perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan penegakan 
peraturan. Aspek normatif dalam peraturan ini membantu mengubah budaya pelayanan 
kesehatan reproduksi, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi 
stigma terhadap masalah kesehatan reproduksi. Dengan menegakkan peraturan ini 
secara tegas dan mengedepankan nilai-nilai yang mencerminkan hak-hak pasien, kita 
dapat membentuk sistem pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih adil, inklusif, dan 
berfokus pada pasien. 

 
SARAN 

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Diperlukan peningkatan pendidikan dan 
pelatihan bagi tenaga medis dan paramedis dalam berbagai aspek kesehatan 
reproduksi. Pelatihan yang berkualitas akan meningkatkan pemahaman mereka tentang 
metode kontrasepsi, perawatan prenatal, dan natal yang aman, sehingga memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada pasien. 

2. Komunikasi yang Lebih Baik dengan Pasien: Penting untuk meningkatkan komunikasi 
antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Penyedia layanan harus memberikan 
informasi yang jelas dan akurat kepada pasien mengenai hak-hak mereka, risiko, dan 
manfaat prosedur medis. Komunikasi yang lebih baik akan memberikan pasien 
kemampuan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman. 

3. Edukasi Masyarakat: Perlu dilakukan upaya lebih besar dalam mengedukasi masyarakat 
tentang hak-hak kesehatan reproduksi. Kampanye edukasi publik dapat membantu 
menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan reproduksi dan memberikan 
pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya akses terhadap 
layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. 
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